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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang  : a. bahwa dalam diri setiap manusia melekat hak 
asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 
pemerintahan dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan terhadap harkat 
dan martabat manusia; 

 

b. bahwa perdagangan orang merupakan 
kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang 
mengabaikan harkat, martabat dan derajat 
manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani 
secara adil, manusiawi melalui pengaturan dan 
penanganan yang menyeluruh dan tuntas; 

c. bahwa perdagangan orang mempunyai jaringan 
perdagangan yang luas dan Provinsi Jawa Barat 
merupakan salah satu daerah sumber dan/atau 
tempat transit perdagangan orang di Indonesia 
sehingga perlu disusun kebijakan, program, 
kegiatan yang dituangkan dalam Peraturan 
Daerah; 

d. bahwa  untuk  mengantisipasi perdagangan 
orang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus 
melindungi warganya khususnya perempuan 
dan/atau anak pekerja atas tindakan 
perdagangan orang baik yang dilakukan didalam 
negeri maupun diluar negeri; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c  dan 
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat tentang Pencegahan dan 
Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa 
Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 
tanggal 4 Juli 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 
1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3143); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita 
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang 
Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning 
Minimum Age for Admission to Employment 
(Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk 
Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara 
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Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3835); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3886); 

 

 

 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning 
The Prohibition and Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labour 
(Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan 
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3941); 

 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 
109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 

 

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 
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Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4279); 

 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419); 

 

 

 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4445); 

13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran 
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